
LEMBARAN  DAERAH 
KOTA SEMARANG 
TAHUN 2008 NOMOR 2  

 

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG 

NOMOR  10  TAHUN  2007 

TENTANG 

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 
  
  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 
Menimbang   : a.  bahwa dalam rangka optimalisasi   kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan 

sekaligus sebagai upaya meningkatkan pelayanan  pemungutan Pajak Daerah 
sebagai pelaksanaan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2001 tentang Pajak Daerah maka perlu memberikan biaya pemungutan Pajak 
Daerah kepada Aparat Pemungut Pajak Daerah; 

b.    bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu membentuk  Peraturan 
Daerah Kota Semarang tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah.     

                   

Mengingat      : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;  

2.    Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000  tentang 
Perubahan atas Undang–Undang Nomor18 Tahun 1997 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1018);  

3.    Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

4.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4437) sebagaimana diubah 
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dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 108,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548); 

5.    Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

6.    Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, 
Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 89); 

7.    Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

8.    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9.    Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 
Seri E).   

  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG 
dan 

WALIKOTA SEMARANG 

  

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG  BIAYA 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  

  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.  Daerah adalah Kota Semarang. 

http://bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/05uu008.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05uu003.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/76pp016.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/92pp050.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/01pp065.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058.pdf


2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang. 

3.  Walikota adalah Walikota Semarang. 

4.  Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah 
tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. 

5.  Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek 
pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib 
pajak serta pengawasan penyetorannya. 

6.  Biaya pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan 
aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan. 

  

BAB II 
BIAYA PEMUNGUTAN 

Pasal 2 

(1)   Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Daerah diberikan biaya pemungutan. 

(2)   Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5 
%  (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.  

  

Pasal 3 

Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan 
Walikota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

  

Pasal 4 

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap 1 (satu) bulan. 
  

Pasal 5 

Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Semarang. 

  

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota. 

  

Pasal 7 
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